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Etika, Moral dan Akhlak

< Etika sering disamakan dengan moral dan akhlak karena sama-sama
membahas tingkah laku manusia. Sebenarnya etika, moral dan akhlak
memiliki persamaan dan juga perbedaan.

Etika
> Etika berasal dari bahasa Yunani: “ethos” dan “ethikos’:

v Ethos artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput,
kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara
berpikir.

v Ethikos artinya susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan
yang baik.




> lIstilah lain yang berkaitan dengan kata etika, yaitu “etik” dan
“etiket”:
v Kata “etik” berarti kumpulan asas atau nilai mengenai benar dan
salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Kata “etiket” berarti tata cara, sopan santun, adat, dan lain
sebagainya guna memelihara hubungan baik dalam
masyarakat.

Etika adalah bagaian dari ilmu filsafat yang mengkaji masalah
perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik
dan mana yang dapat dinilai buruk sejauh yang dapat dicerna oleh
akal pikiran.

Wilayah kajian etika dibagi menjadi dua yakni etika umum dan etika
khusus:




v Etika umum membahas prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi
setiap tindakan manusia baik dalam falsafah Barat maupun
Timur.

Etika khusus dibagi menjadi dua yaitu etika individual dan etika
sosial:

= Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap
dirinya sendiri. Misalnya dalam beragama, menjaga kesehatan
dan lainnya.

= Etika sosial membahas kewajiban serta norma-norma sosial
yang seharusnya dipatuhi dalam hubungan sesama manusia.
Misalnya dalam bermasyarakat, berorganisasi, profesi, politik,
bisnis, pendidikan, keluarga dan lainnya.




Etika mengkaji tentang tata cara hidup manusia yang baik dan
dibekukan dalam bentuk kaidah, aturan atau norma yang di
sebarluaskan dan diajarkan dalam masyarakat.

Etika sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang
baik dan buruk perilaku manusia, yaitu perintah yang harus dipatuhi
dan larangan yang harus dihindari.

Moral

> Moral berasal dari bahasa Latin “mos”, bentuk jamaknya “mores”,
yang artinya adalah tata-cara atau adat-istiadat.

> Istilah lain yang berkaitan dengan kata moral, yaitu “bermoral” dan
“‘moralitas”




v Kata “bermoral” mengacu pada bagaimana suatu masyarakat
yang berbudaya berperilaku.

v Kata “moralitas” mengacu pada keseluruhan asas dan nilai yang
berkenaan dengan baik dan buruk.

Moral adalah nilai atau norma-norma tentang baik dan buruk, benar
atau salah, etis dan tidak etis, yang dijadikan sebagai pegangan

seseorang atau sekelompok orang tertentu untuk mengatur tingkah
lakunya.

Akhlak

> Kata akhlak berasal dari bahasa Arab “akhlaga” yang sudah meng-
Indonesia, yang berarti tingkah laku, budi pekerti, dan tabiat.




Akhlak bisa baik dan juga bisa buruk, tergantung tata nilai yang
dijadikan landasan atau tolok ukurnya.

Kata akhlak di Indonesia, selalu berkonotasi positif. Orang yang
baik sering disebut orang yang berakhlak, sementara orang yang
tidak berlaku baik disebut orang yang tidak berakhlak.

Akhlak adalah tingkah laku yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang
diyakini dan dipedomani olenh seseorang dan menjadi
keperibadiannya.

Akhlak mengajarkan tentang bagaimana seseorang seharusnya
berhubungan dengan Tuhan Penciptanya, sekaligus bagaimana
seseorang harus berhubungan dengan sesama manusia.




Persamaan dan Perbedaan Etika, Moral dan Akhlak

» Persamaan etika, moral dan akhlak adalah:

v Etika, moral dan akhlak dalam menentukan hukum atau nilai
perbuatan manusia dilihat dari baik dan buruk, benar salah.

» Perbedaan etika, moral dan akhlak adalah:

v Etika menilai dari ukuran akal pikiran atau rasio (filsafat).

Moral menilai dari ukuran norma-norma yang tumbuh dan
berkembang dimasyarakat atau adat kebiasaan.

Akhlak menilai dari ukuran ajaran al-Qur’an dan al-Hadits.




v Etika merupakan suatu ilmu yang menyelidiki tentang ukuran
baik dan buruk.

Moral dan akhlak merupakan ukuran yang baik tentang tindakan
manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Etika berfungsi sebagai teori dari perbuatan baik dan buruk.

Sedangkan moral dan akhlak adalah praktiknya.

Etika dan moral hanya menitikberatkan perbuatan terhadap
sesama manusia saja.

Sedangkan akhlak menitikberatkan perbuatan terhadap Tuhan
dan sesama manusia.




Politik

< Kata politik berasal dari bahasa Yunani “polis” artinya kota atau negara.

<+ Kata “polis” berkembang menjadi “polities” artinya warga negara dan
“politikos” artinya kewarganegaraan (civic).

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaaan dalam

masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan,
khususnya dalam negara.

Politik mengkaji konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan negara
(state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decion making),
kebijaksanaan (policy), pembagian (allocation).




@ Etika Politik

< Apabila kajian politik dikaitkan dengan kajian etika yang disebut dengan
etika politik, maka etika politik mejadi suatu kajian dalam bidang filsafat,
yaitu filsafat moral yang membahas prinsip-prinsip moralitas politik.

Etika politik merupakan prinsip moral tentang baik dan buruk dalam
tindakan atau perilaku warga negara dalam berpolitik.

Etika politik adalah filsafat moral yang menjalankan suatu sistem dengan
aturan-aturan moral untuk mewujudkan sikap dan perilaku warga negara
yang baik.

Etika politik tergambarkan dari sikap dan perilaku politik suatu bangsa
yang mana sesuai dengan kerangka aturan demi mencapai tujuan
berbangsa dan bernegara.




@ Politik Islam

Politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah “siyasah”.

Kata “siyasah” berasal dari kata “sasa” yang berarti mengatur, mengurus
dan memerintah.

Istilah siyasah tercakup dalam tema pembahasan yang mengatur

tentang urusan manusia yaitu dalam figh siyasah atau siyasah syar’iyah.

Figh siyasah atau siyasah syar’iyyah adalah pengelolaan masalah umum
dalam suatu negara untuk menjamin terealisasinya kemaslahatan dan
terhindar dari kemadharatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah.

Politik Islam adalah aktivitas politik umat Islam yang menjadikan Islam
sebagai acuan nilai sehingga terwujud baldatun thayibatun warabbun
ghafur, yang mengandung arti negeri sejahtera dan sentosa.




@ Etika Politik Islam

< Kajian etika politik Islam bukan semata-mata untuk kepentingan ilmu
ataupun merupakan bagian dari cabang filsafat, melainkan bagian
integral dari syari'at yang wajib diamalkan oleh setiap muslim dalam
kehidupan politik.

< Etika politik Islam adalah seperangkat aturan atau norma dalam
bernegara dimana setiap individu dituntut untuk berperilaku sesuai
dengan ketentuan Allah SWT di dalam al-Qur’an.

< Penerapan etika politik dapat merujuk kepada pola kehidupan Nabi
Muhammad SAW dalam tatanan politik kenegaraan.

< Nilai-nilai ajaran Islam dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, yakni meliputi kekuasaan sebagai amanah, musyawarah,
keadilan, persamaan, persaudaraan dan lain sebagainya.
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Para pemikir Islam pada masa klasik banyak yang mengkaji masalah
politik (siyasah) dalam berbagai kitab, seperti:

Al-Mawardi Asy-Syafi'i (974-1058 M), kitabnya “Al-Ahkam Al-
Sulthaniyah”.

Abu Ya’'la Al-Farra’ Al-Hambali (990-1066 M), kitabnya “Al-Ahkam Al-
Sulthaniyah”.

Imam Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini (1028-1085 M), kitabnya-
“Ghiyatsul Umam”.

Ibnu Taimiyah (1263-1328 M), kitabnya “As-Siyasah As-Syar iyyah fi
Al-1slahi Ar-Ra’yu wa Ar-Ra’iyyah.



Pandangan para pemikir Islam klasik tentang politik hampir sama
yaitu tidak dipisahkannya politik dengan syari’ah Islam. Politik adalah
bagian dari syari’at Islam yang diatur oleh syari’at dan tujuannya
untuk tegaknya syari’at itu sendiri.

Setelah runtuhnya Khilafah Islamiyah mulai berkembang perbedaan
pandangan di antara umat Islam tentang Islam dan politik. Perbedaan
pandangan ini terus berlanjut hingga masa modern saat ini.

Para teoretisi politik Islam merumuskan beberapa teori tentang
hubungan agama (Islam) dan negara sebagai objek politik. Teori-teori
tersebut secara garis besar dibedakan menjadi tiga paradigma
pemikiran yaitu:



Paradigma Integralistik (Unified Paradigm)

> Agama dan negara tidak dapat dipisahkan (integrated).

> Politik atau negara bagian dari agama. Negara merupakan lembaga
politik dan keagamaan sekaligus.

> Kepemimpinan Nabi Muhammad dan khalifah sesudahnya sebagai
contoh bahwa negara yang dibangun atas dasar syari’at Islam.

> Para tokoh pendukung paradigma ini, antara lain Hassan al-Banna,
Sayyid Quthb, Muhammad Rasyid Ridha, dan Maulana Abul Ala al-
Maududi.

> Mereka berpendapat bahwa Islam bukanlah semata-mata agama yang
mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi Islam adalah
agama yang sempurna dan lengkap yang mengatur segala aspek
kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara.

‘{j‘ .



Paradigma Sekularistik (Secularistic Paradigm)

> Paradigma sekularistik bertolak belakang dengan paradigma
integralistik.

» Paradigma ini menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling
tidak, menolak determinasi Islam terhadap negara.

» Pemrakarsa paradigma sekularistik, salah satunya adalah ‘Ali ‘Abd ar-
Raziq (1887-1966 M). Seorang cendekiawan Muslim dari Mesir.
Bukunya, Al-Islam wa Ushul al-Hukm, menjelaskan bahwa Islam
adalah agama yang tidak memiliki daulah. Nabi Muhammad SAW itu
hanyalah seorang Rasul yang bertugas melaksanakan dakwah agama
secara murni tidak dicampur kecenderungan terhadap kekuasaan dan
seruan mendirikan negara.




> Pandangan ‘Ali ‘Abd ar-Raziq dalam bukunya itu ditentang oleh
seluruh ulama al-Azhar dan dalam pertemuan Saikh al-Azhar terdiri
dari 24 anggota tetap memutuskan bahwa buku ‘Ali ‘Abd ar-Raziq
tersebut telah memuat berbagai masalah yang bertentangan dengan
agama. Sehingga ia dikeluarkan dari ulama Al-Azhar dan dicabut
kepakarannya serta diberhentikan dari jabatannya.

> Maksud negara sekuler adalah pemisahan agama dan negara,
sehingga negara tidak menjadikan agama sebagai instrumen politik.

» Urusan agama adalah urusan pemeluknya masing-masing yang tidak
ada sangkut-pautnya dengan negara.

> Sebuah negara dapat dikatakan sekuler jika negara tersebut tidak
menjadikan Islam sebagai dasar konstitusinya, dan tidak menjadikan
hukum agama sebagai hukum nasional.



C Paradigma SImBIotK(SymbIotic Paradigm)

» Paradigma simbiotik ini merupakan jalan tengah antara paradigma
integralistik dan sekularistik.

> Agama dan negara dapat berhubungan secara simbiotik, yakni suatu
hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan.

» Agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat
berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena
dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan
moral-spiritual.

» Para tokoh pendukung paradigma berpendapat bahwa Islam bukan
agama yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan
Tuhan, tetapi Islam juga bukan agama yang memuat segala sesuatu
secara detail lengkap seperti sistem politik dan ketatanegaraan.
Namun dalam syar’iah Islam terdapat seperangkat tata nilai etika
dalam berpolitik dan bernegara.



> Tokoh yang menonjol pendukung pendapat ini adalah Muhammad
Husein Haikal, buku Hayatu Muhammad. Menjelaskan bahwa dalam
al-Quran dan as-Sunnah tidak ditemukan aturan-aturan yang
langsung dan rinci mengenai masalah bernegara, yang ada hanyalah
seperangkat tata nilai etika yang dapat dijadikan pedoman bagi
pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dengan
sesamanya dan juga dijadikan landasan bagi pengaturan hidup
kenegaraan.

> Menurut Haikal, bahwa persoalan negara dan pemerintahan lebih
banyak diserahkan kepada ijtihad umat Islam. Islam hanya
menggariskan prinsip-prinsip dasar yang harus dipedomani dalam
mengelola negara.

> Paradigma simbiotik ini berusaha keluar dari belenggu dua sisi
pandangan yang berseberangan, yaitu integralistik dan sekularistik.
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A. Sejaran Etika Politik

»J

5. Sejarah Etika Politik dalam/isiam



A. Sejarah Etika Politik

Sejarah pemikiran etika politik sudah lama ada, bahkan sebelum adanya Negara
yang mengatur tata kehidupan manusia dalam bermasyarakat.

Para filosof politik klasik berusaha menjawab tentang struktur-struktur organisasi
mana yang paling baik.

Menurut Plato (427-347 SM), Negara yang baik adalah Negara yang
merealisasikan keadilan, yang ditata secara selaras dan seimbang, dengan
pimpinan yang berorientasi pada kebaikan.

Menurut Aristoteles (384-322 SM), Negara yang paling baik adalah Negara yang
organisasinya sesual dengan fungsinya, serta dipimpin oleh orang yang
berpengalaman dan memiliki keutamaan-keutamaan yang diperlukan.



Fase filsafat politik (etika politik) Yunani belum mengenal tuntutan legitimasi
kekuasaan. Penguasa hanya dihimbau untuk berlaku bijaksana. Hal ini masih
sekedar himbauan moral terhadap penguasa.

Kemudian berkembang terhadap pemikiran yang mengajukan tuntutan legitimasi
etis. Fase ini legitimasi etis menjadi sorotan dalam perbincangan etika politik.

Seorang neo-platonisme, Augustinus (354-430 M) mengajukan bahwa legitimasi
etis terdapat dalam negara, yaitu Negara Tuhan dan Negara duniawi.

Negara Tuhan akan mencapai kesempurnaan pada akhir zaman, sebaliknya
Negara duniawi akan hancur pada akhir zaman.

Pendekatan etis yang dilakukan Augustinus adalah usaha untuk
menggambarkan hirarki nilai-nilai yang dikehendaki Tuhan. Semakin manusia
hidup sesuai dengan hirarki itu, semakin ia akan menikmati kebahagiaan. Namun
demikian, etika politik ini belum menemukan bentuknya. Augustinus belum
menerangkan kerangka etika politik secara teoritis.




Perkembangan berikutnya, tuntutan legitimasi etis digali kembali oleh Thomas
Aquinas (1225-1274 M). Perhatiannya pada bidang kenegaraan dan politik,
khususnya hubungan Negara dengan hukum kodrat.

Menurutnya Thomas Aquinas, hukum kodrat adalah hukum dasar moral yang
mencerminkan hukum kebijaksanaan Tuhan. Pendekatan etis ini merupakan
moralitas manusia sebagai ketaatan terhadap hukum kodrat.

Hukum positif yang dibuat manusia menjadi sah jikalau tidak bertentangan
dengan hukum kodrat. Begitu pula tindakan Negara hanya legitimit asalkan
sesuai dengan norma-norma moral.

Fase selanjutnya pemikiran etika politik berkembang menjadi kajian yang lebih
sistematis.

Pada abad ke-17 muncul tokoh-tokoh filsafat yang mengembangkan pokok-
pokok pemikiran tentang etika politik.




Seperti konsep Jonh Locke (1632-1704 M) tentang “pemisahan antara
kekuasaan gereja dan kekuasaan negara”, “kebebasan berfikir dan bernegara”,
“pembagian kekuasaan”, dan konsep tentang “hak asasi manusia”.

Selain itu, Montesquie (1689-1755 M) dengan gagasan “pembagian kekuasaan’,
Jean Jacques Rousseau (1712-1778 M) dengan pemikiran “kedaulatan rakyat”,
dan Immanuel Kant (1724-1804 M) dengan pemikiran tentang “negara hukum
demokrasi/republican”.

Kemudian pemikiran tentang etika politik senantiasa terus berkembang dari abad
ke abad dan muncul tokoh-tokoh filsafat yang mengembangkan pokok-pokok
pemikiran tentang etika politik.




B. Sejarah Etika Politik dalam Islam

Sejarah politik dalam Islam adalah sejarah dakwah untuk menyebarkan amar
ma’ruf nahi munkar.

Sejarah ini bermula sejak masa Nabi Muhammad SAW di Madinah pada 622 M.
hingga masa Khulafa ar-Rasyidin yang berakhir sekitar 656 M.

Pada saat itu, pemerintahan berada dalam upaya menegakkan kepemimpinan
yang bermoral dan sangat peduli pada perwujudan keadilan serta kesejahteraan
masyarakat.

Gambaran ideal kehidupan politik Islam dapat dilihat dari sistem politik yang
diterapkan oleh Nabi di Madinah.

Berkat usaha-usaha Nabi di Madinah, lahirlah suatu komunitas masyarakat Islam
pertama yang bebas dan merdeka.




Untuk mengatur hubungan antar komunitas masyarakat yang majemuk di
Madinah, maka diproklamirkanlah Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah) sebagai
konstitusinya dan Nabi Muhammad SAW di anggap sebagai kepala
pemerintahannya.

Konstitusi ini merupakan rumusan tentang kesepakatan kaum Muslim dengan
berbagai kelompok bukan Muslim di Madinah untuk membangun masyarakat
politik secara bersama-sama.

Pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah pemerintahan yang
toleran. Konsep toleransi sangat penting dalam menyatukan golongan-golongan
yang saling bermusuhan menjadi satu-kesatuan bangsa yang utuh.




Nabi Muhammad SAW bukan hanya menjadi seorang Nabi yang ditugaskan
oleh Allah SWT untuk menyebarkan risalah kenabian kepada masyarakatnya,
tetapi beliau juga dianggap sebagai seorang pemimpin negara yang adil dan
mampu menerapkan keagungan moral bagi rakyatnya.

Sistem politik yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah sistem politik par
excellent atau sistem religius, yang seluruh politik negara dan pekerjaan
pemerintahannya diliputi oleh semangat akhlak dan jiwa agama.

Sehingga dalam kepemimpinannya, dapat mempersatukan umat, walaupun
umat pada saat itu sangat terkenal dengan masyarakat yang majemuk.

Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, pemerintahan Islam diteruskan oleh
empat khalifah yang utama, yaitu Khulafa Ar-Rasyidin.

Cara keempat khalifah dalam memimpin, mendekati cara pemerintahan Nabi
Muhammad SAW. Sehingga selama 30 tahun, keempat khalifah tersebut
menampakkan sebuah pemerintahan politik Islam yang demokratis.



Namun setelah pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin berakhir, pemerintahan
dalam sejarah Islam mengalami pasang-surut (kebangkitan dan keruntuhan).

Singkatnya, dari sejarah itu terungkap bahwa pemerintahan yang
mengedepankan etika dan moralitas akan memperoleh kejayaan. Sebaliknya,
jika suatu negara berada dibawah pemerintahan yang dijalankan secara zalim,
tidak adil, dan tidak bermoral, maka negara tersebut akan mengalami
kemunduran bahkan bisa mengalami kehancuran.
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Etika dalam al-Qur’an paling tidak memiliki empat komponen pokok, yaitu:

Segi sumber, etika dalam al-Qur'an sumber utamanya adalah ajaran-ajaran
al-Qur’an.

Segi objek, etika dalam al-Qur'an adalah pikiran, perkataan, dan perbuatan
manusia, termasuk sikap dan persepsinya tentang hidup dan kehidupan, baik
secara individu maupun secara sosial.

Segi fungsinya, etika dalam al-Qur'an sebagai penilai, penentu, dan penetap
perbuatan yang dilakukan manusia, apakah perbuatan tersebut dinilai baik,
buruk, benar, salah, mulia, hina, pantas atau tidak pantas dan sebagainya.

Segi sifatnya, etika dalam al-Qur'an memiliki dua dimensi sifat, yang tetap dan
yang berubah sesuai dengan kemaslahatan umum.



Nilai-nilai etika dalam al-Qur’an memiliki sifat humanistik dan rasionalistik.

Humanistik mengarahkan manusia pada pencapain hakikat kemanusiaan
yang tertinggi dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri.

Rasionalistik bahwa semua pesan-pesan al-Qur’an, seperti ajakan kepada
kebenaran, keadilan, kejujuran, menghargai orang lain, bekerja keras,
semuanya sejalan dengan rasionalitas manusia.

Etika yang diajarkan al-Qur'an mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh
Allah SWT.

Ada banyak ayat dalam al-Quran yang membicarakan tentang konsep atau
ajaran etika. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya etika dalam sistem
kehidupan manusia.

Etika dalam perspektif Islam (al-Qur’an), etika tidak saja merupakan ajaran yang
bersifat konseptual tetapi juga praktikal.



Figur yang menjadi contoh konkret dalam bidang etika adalah Nabi
Muhammad SAW. Sebagaiman firman Allah dalam QS. Al-Qalam (68) ayat 4.
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“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”

Rasulullah sebagai puncak keteladanan serta figur publik sepanjang masa telah
memberikan sendi-sendi etika/akhlak kepada umat-Nya.

Seperti yang dirasakan oleh Anas, sebagai pembantu Rasulullah SAW selama
10 tahun, tidak pernah dikecewakan dan dimarahi.

Bahkan, ketika A’isyah ditanya oleh para sahabat tentang akhlak/etika
Rasulullah, A’isyah menjawab: Akhlak Rasulullah adalah al-Qur’an.



Etika atau akhlak merupakan pondasi dalam ajaran Islam, bahkan tujuan
utama risalah kenabian Muhammad SAW adalah membangun
menyempurnakan etika/akhlak ummat-Nya. Sebagaimana sabda-Nya:
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“‘Sesungguhnya Aku di utus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.”

Suatu masyarakat tidak akan sempurna tanpa etika atau budi pekerti (akhlak),
dan Nabi tidak perlu diutus jika tidak ada misi penyempurnaan moral.

Keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai figur keteladanan dalam bidang
tingkah laku (behaviour) telah memberikan kontribusi penting dalam penerapan
nilai-nilai etika yang dapat ditiru secara langsung oleh umat manusia.

Al-Qur'an merupakan kitab yang mengajarkan etika, akhlak, atau moral bagi
kehidupan manusia. Maka, kajian etika politik pun dapat dirujuk kepada
al-Qur’an.

dan



Peran etika dalam dunia politik sangat penting untuk mewujudkan
kestabilan politik, dan melahirkan kebijakan-kebijakan atas dasar kepentingan
umum (al-maslahah al-'ammah).

Al-Qur'an menegaskan, bahwa etika al-Quran tentang politik itu berdasarkan
sebuah konsep bahwa politik merupakan akses terhadap kekuasaan Negara
yang secara lahiriyah berasal dari amanat rakyat.

Kekuasaan politik harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah sesuai
dengan perundang-undangan Allah yang disebutan dalam al-Qur'an dan as-
Sunnah.

Etika al-Quran dalam politik juga sangat memperhatikan nilai-nilai keadilan
dalam membentuk masyarakat yang damai, aman dan sejahtera. Sebagaimana
dijelaskan dalam QS. An-Nisaa’ (4) ayat 58:
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‘Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Pada ayat tersebut terdapat dua etika dalam berpolitik, yaitu amanah dan adil.
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Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, Jilid 4, (Kairo: Dar al-Hadits, 2002).

J. Suyuti Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah
(Ditinjau dari Pandangan al-Quran), Cet. |, Jakarta: RajaGrafindo Persada,
1994, him. 225

Komaruddin Hidayat, Etika dalam Kitab Suci dan Relevansinya dengan
Kehidupan Modern, (Jakarta: Paramadina, 1995).

Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-
llmiyah, 2005).

Muhammad Igbal, Figh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam), Jakarta:
Gaya Media Pratama, 2007, him. 186.



PRrODI HUKVM TATA NEGH @XASAH _waw,_ e
FARVLTAS SYARIAH

VNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN Iu'mu e
LAMPUNG ~

yw

e s T T



A. NILAl KKETVIVRAN DAN AMANAH
B.NILAl KEADILAN DAN IKESETAHTERAAN
C. NiLAat MusYAWARAH DAN KKEBEBASAN

D. NiLal PERSAMAAN DAN PERSAVDARAAN




Jujur merupakan sifat yang terpuji. Allah menyanjung orang-orangw yang
mempunyai sifat jujur dan menjanjikan balasan yang berlimpah untuk mereka.
Nabi Muhammad SAW besabda'
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‘Kamu harus selalu bersifat jujur, maka sesungguhnya kejujuran menunjukkan
kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa ke surga. Dan
senantiasa seseorang bersifat jujur dan menjaga kejujuran, sehingga ia ditulis di
sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jauhilah kebohongan, maka sesungguhnya
kebohongan membawa kepada kefasikan, dan sesungguhnya kefasikan
membawa ke neraka. Senantiasa seseorang berbohong, dan mencari-cari
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kebohongan, sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pembohong.” (HR. Bukhari
Muslim)

Adapun bentuk atau realisasi dari kejujuran itu, meliputi:
1. Jujur dalam niat dan kehendak.

2. Jujur dalam ucapan.

3. Jujur dalam tekad dan memenuhi janiji.

4. Jujur dalam perbuatan.

Kejujuran merupakan sikap pemenuhan kepercayaan atas tanggung jawab
yang diberikan. Pada tahap inilah kejujuran dan amanah saling berkorelasi.

Pemimpin yang diberi kepercayaan oleh rakyat harus mampu memenuhi
kepercayaan itu dengan penuh tanggung jawab.

Distorsi terhadap amanah adalah ketidakjujuran dan hal itu merupakan
penghianatan terhadap rakyat.



% Pemimpin yang amanah adalah orang yang dapat memenuhi hak-hak rakyatnya
dan mampu mempertanggung jawabkannya.

% Setiap pemimpin harus memahami, bahwa amanah bukan sekedar jabatan
yang diraihnya, akan tetapi sebagai tanggung jawab sosial yang harus
dijalankan dengan baik. Nabi Muhammad SAW besabda:
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‘Ingatlah! Bahwa setiap kalian adalah pemimpin, dan akan ditanya atas
kepemimpinannya, seorang pemimpin dalam masyarakat akan ditanya (diminta
pertanggung jawaban) atas kepemimpinannya...” (HR. Bukhari)
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* Nilai keadilan dalam etika polltlk Islam di jelaskan di dalam surat An Nisaa’ (4)
ayat 58:
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‘Sesungguhnya Allah menyurun kamu supaya menyerahkan segala jenis
amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu
menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum
Dengan adil. Sesungguhnya Allah Dengan (suruhanNya) itu memberi
pengajaran Yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa
Mendengar, lagi sentiasa Melihat”.

% Ayat ini ditujukan kepada pemimpin untuk memberikan amanah kepada orang
yang berhak menerimanya.
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Apabila pemimpin menetapkan hukum, maka harus menetapkannya dengan
seadil-adilnya.

Keadilan dalam etika politik Islam merupakan konsistensi seluruh pelaku politik
dengan standar akidah atau tauhid dalam menghadapi seluruh konstalasi
politik.

Keadilan merupakan suatu keharusan bagi terciptanya kesejahteraan dalam
masyarakat.

Keadilan dan kesejahteraan merupakan hukum kausalitas yang tidak bisa
dielakkan, dimana kesejahteraan merupakan manifestasi dari sebuah keadilan
itu sendiri.

Seorang pemimpin berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya secara
merata.



G, WILAT MUSYAUWARAH.DAN ICEREBASAN,

Musyawarah dalam istilah politik adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah-
masalah hukum dan pembuatan keputusan politik.

Jika hak partisipasi rakyat tidak ada dalam masalah-masalah hukum, maka
sistem hukum itu adalah sistem hukum diktatorial atau totaliter.

Ibnu Taimiyah berkata: “Pemimpin tidak boleh meninggalkan musyawarah
sebab Allah SWT memerintankan Nabi-Nya dengan hal itu”. Firman Allah SWT
dalam surat al-Imran (3) ayat 159:
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“‘Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap
mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan



mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka
dalam urusan itu, kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka
bertakwalah kepada Allah. Sesunguhnya Allah mencintai orang yang
bertawakal’.

Silang pendapat selalu terbuka dalam musyawarah, apalagi yang terlibat terdiri
dari banyak orang. Karena itulah, Allah memerintan Nabi Muhammad agar
mempraktekkannya dengan cara yang baik.

Nabi Muhammad manakala bermusyawarah dengan para sahabatnya
senantiasa bersikap tenang dan hati-hati.

Nabi Muhammad memperhatikan setiap pendapat, kemudian mentarjinkan
suatu pendapat dengan pendapat lain yang lebih banyak maslahatnya dan
faedahnya bagi kepentingan kaum Muslimin.

Pelaksanaan musyawarah merupakan penghargaan kepada hak kebebasan
mengemukakan pendapat.

Nilai kebebasan merupakan hak bagi setiap warga negara.



% Praktek nilai persamaan dapat dilihat dari peristiwa hijrahnya Nabi ke Madlnah
dan menetapkan bahwa seluruh penduduk Madinah memperoleh status yang
sama atau persamaan dalam kehidupan sosial.
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Manusia dengan segala perbedaannya, dengan berbagai bangsa, warna kulit,
ras dan bahasa, dan dengan berbagai kedudukan sosial, pekerjaan yang
mereka kerjakan dan harta yang mereka miliki, semuanya adalah hamba Allah.
Sebagaimana Rasulullah bersabda:
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“‘Wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan kamu satu dan bapak kamu
satu. Ingatlah tidak ada keutamaan orang Arab atas orang bukan Arab, tidak
ada keutamaan orang bukan Arab atas orang Arab, orang hitam atas orang

berwarna, orang berwarna atas orang hitam, kecuali karena takwanya” (HR.
Ahmad).
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% Ajaran Islam sangat menghormati hak dan kebebasan manusia.

% Pemaksaan akan berakibat munculnya sikap antipati, rasa takut, naluri
mempertahankan diri, amarah dan kebencian, dan upaya-upaya penyelamatan
diri yang terkadang berbarengan dengan agresifitas dan sikap konfrontatif.

s Al-Qur'an menjelasakan tidak ada pemaksaan dalam beragama, sebagaimana
dalam QS. Al-Bagarah (2) ayat 256:
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“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang
ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah

berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah
Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”



Islam memberikan batasan bagi setiap individu agar ia dapat melaksanakan
kebebasan secara proporsional.

Asal manusia satu dan pencipta mereka satu, tidak ada perbedaan dalam
kedudukan sebagai manusia, juga dalam hak-hak dan kewajiban.

Penguasa dan rakyat sama dari segi hak dan kewajiban sebagai manusia,
perbedaan hanyalah dari segi kemampuan, bakat, amal dan usaha.

Nilai persamaan akan menimbulkan rasa persaudaraan dan sikap kepedulian
sosial antara sesama.

Memelihara persaudaraaan dan menjauhkan diri dari perpecahan, merupakan
realisasi pengkuan bahwa pada hakekatnya manusia adalah sama di hadapan
Allah SWT. Firman Allah dalam QS. AI-Hujuraat (49) ayat 13:
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“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling
paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling tagwa di antara
kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Implementasi nilai persamaan dalam Islam bertujuan agar setiap orang atau
golongan menemukan harkat dan martabat kemanusiaannya dan dapat
mengembangkan potensinya secara wajar dan layak.
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A. Pengertian Negara Demokrasi

X

X

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani dari kata demos berarti rakyat dan
kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat.

Negara demokrasi adalah negara yang menganut sistem pemerintahan yang
didasarkan pada kekuasaan rakyat, “Dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat”.

Negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak
dan kemauan rakyat mayoritas dan tidak mengesampingkan rakyat minoritas.

Negara demokrasi menunjukkan bahwa rakyat memegang kekuasaan, pembuat
dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara
dan pemerintahan serta mengontrol terhadap pelaksanaan kebijakan baik yang
dilakukan secara langsung oleh rakyat atau wakilnya melalui lembaga perwakilan.

Suatu negara dikatakan demokratis bila dalamn mekanisme pemerintahan
mewujudkan nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip.
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B. Bentuk Negara Demokrasi
X Negara demokrasi memiliki dua bentuk, yaitu:
1. Demokrasi Langsung.

= Sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga
nhegaranya secara langsung dalam pengambilan keputusan untuk menentukan
arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang.

= Rakyat mempunyai hak mutlak untuk memberikan/menyampaikan aspirasinya.
2. Demokrasi Tidak Langsung
= Sitem pemerintahan yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan.

= Rakyat tidak ikut secara langsung dalam pengambilan keputusan untuk
menentukan kebijakan negara, tetapi dilakukan melalui badan perwakilan
rakyat yang dipilih oleh rakyat.




N 38 )

R AR )

C. Tujuan dan Manfaat Negara Demokrasi

X Secara umum, tujuan negara demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan
masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan mengedepankan keadilan,
kejujuran dan keterbukaan.

X Adapun manfaat dari negara demokrasi , yaitu:
Menjamin hak-hak dasar.

Adanya kesetaraan setiap warga negara.
Pemenuhan kebutuhan umum.

Pembaharuan kebijakan sosial.

Kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat.
Mencegah tirani.

Menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab.
Membuat masyarakat memiliki tanggung jawab.
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D. Nilai Etika Politik dalam Negara Demokrasi

X

=

Nilai etika politik dalam Negara demokrasi yaitu setiap warga negara mempunyai
hak yang sama.

Hak yang sama mencerminkan keadilan.
Hak yang sama hanya bisa terealisasi dalam rangka kebebasan.

Nilai persamaan, kebebasan dan keadilan merupakan nilai etika politik yang harus
tegak secara bersama-sama.

Negara demokrasi didasarkan pada prinsip-prinsip etika politik, yaitu:
1. Pemerintahan berdasarkan konstitusi.

2. Pemilihan umum yang demokratis.

3. Desentralisasi




~ 4. Pembuatan undang-undang. ok N
5. Peradilan yang independen. £ St S &

- 6. Kekuasaan pada lembaga kepresidenan. =
7. Peran media yang bebas. T = e o

8. Peran kelompok kepentingan.
9. Melindungi hak-hak minoritas.

- 10.Hak masyarakat untuk tahu.

11. Kontrol sipil atas meliter.
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Pancasila terkandung di dalamnya pemikiran-pemikiran yang bersifat Kritis,
mendasar, rasional dan komprehensif, sehingga sistem pemikiran ini menjadi
suatu nilai.

Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat
fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat,
maupun dalam berbangsa dan bernegara.

Pancasila merupakan suatu nilai dan sumber dari segala penjabaran norma baik,
norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya.

Nilai-nilai Pancasila di jabarkan dalam norma-norma yang jelas sehingga menjadi
pedoman. Norma-norma tersebut meliputi:



Norma moral, yaitu berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur
dari sudut baik maupun buruk.

Norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang
berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan Negara merupakan satu kesatuan
nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing sila-silanya.
Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
Persatuan Indonesia.

Kerakyatan Yang Dipimpin oleh  Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyarawatan/Perwakilan.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.



» Etika politik Pancasila sangat dekat dengan sila kedua dan berkesatuan dengan
keempat sila yang lainnya, vyaitu perilaku polittk yang sesuai
dengan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang bersila ketiga, bersila
keempat, bersila kelima, dan bersila kesatu.

» Pancasila sebagai etika politik mempunyai lima prinsip, yaitu:
1. Pluralisme

Hak Asasi Manusia

Solidaritas Bangsa

Demokrasi

a bk WD

Keadilan Sosial




Nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila tertuang dalam berbagali
tatanan, yaitu:

Tatanan bermasyarakat, nilai-nilai dasarnya seperti tidak boleh ada eksploitasi
sesama manusia, berperikemanusiaan dan berkeadilan sosisal.

Tatanan bernegara, dengan nilai dasar merdeka, berdaulat,bersatu, adil dan
makmur.

Tatanan kerjasama antar negara atau tatanan luar negeri, dengan nilai tertib
dunia, kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tatanan pemerintah daerah, dengan nilai permusyawaratan mengakui asal
usul keistimewaan daerah.

Tatana hidup beragama, kebebasan beribadah sesuai dengan agamanya
masing-masing.



6. Tatanan bela negara, hak dan kewajiban warga negara untuk membela
negara.

7. Tatanan pendidikan,mencerdaskan kehidupan bangsa.

8. Tatanan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.

9. Tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintahan.

10.Tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran masyarakat.
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KODE ETIK POLITISI

Kode Etik Politis di Indonesia




Kode etik politisi adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan
filosofis yang wajib dan mengikat dipedomani oleh setiap politisi untuk
menjaga martabat kehormatan dan kredibilitas politisi secara individual
dan personal, maupun sebagai anggota partai politik.

Politisi adalah setiap orang yang menjadi anggota partai politik, kader
partai, pengurus partai, calon anggota legislatif, calon pasangan kepala
daerah, calon presiden dan wakil presiden, serta pejabat publik yang
mewakili partai di lembaga negara.

Prinsip-prinsip kode etik politisi yaitu:

Kepentingan Umum

Setiap politisi harus mendahulukan kepentingan umum di atas
kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, serta ikut memastikan
berlangsungnya pelayanan publik sebagaimana mestinya.
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2. Kejujuran

Setiap politisi harus bersikap dan bertindak fair, tidak berbohong,
mencuri, dan penipuan serta bentuk ketidakjujuran lainnya. Hal ini
diperlukan konsistensi antara ucapan dan tindakan dari seorang politisi.

. Integritas
Setiap politisi harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan
integritas setinggi mungkin. Integritas mengharuskan politisi untuk

bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia
yang dimilikinya.

. Transparansi/Keterbukaan

Setiap politisi diharuskan untuk tidak menutup-nutupi sesuatu dengan
membuka akses bagi publik untuk semua jenis informasi yang terkait
dengan dirinya secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
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5. Akuntabilitas (Tanggung Gugat)
Setiap politisi harus memiliki seperangkat sistem yang dibangun
berdasarkan legitimasi demokratis untuk mengendalikan, memantau,
mengevaluasi dan menyesuaikan kepatutan dan efektivitas perilakunya
kepada publik.

. Keadilan (Fairness)
Setiap politisi dalam menjalankan fungsi dan peranannya harus berlaku

dan bertindak adil dengan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan
suku, agama, ras, golongan status sosial ekonomi dan sebagainya.

. Profesional
Setiap politisi harus mengutamakan tugas dan fungsinya di atas
kegiatan lain secara profesional. Jabatan yang disandang seorang
politisi sebagai pejabat publik tidak untuk mencari keuntungan pribadi,
keluarga, kelompok dan golongan.
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8. Taat pada Hukum
Setiap politisi harus tunduk pada hukum yang berlaku, dan harus
menjadi contoh bagi masyarakat dalam penegakan hukum, serta politisi
didorong bekerjasama secara aktif dengan penegak hukum dalam
pengungkapan tindakan melawan hukum.

9. Akuntabel
Setiap politisi harus mempertanggunjawabkan kinerjanya secara

personal, sesuai dengan kehendak bersama, dan tuntutan konstituen
serta sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

10.Inklusif dan Non-Diskriminatif
Setiap politisi harus membangun suatu keterbukaan atau inklusivitas
dalam menjalankan fungsi dan perannya. Selain itu, tidak diskriminatif
atau hanya menguntungkan satu pihak atau satu kelompok.
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% Kode etik partai politik adalah instrumen prinsip-prinsip etika sebagai
landasan etik atau filosofis yang mengatur perilaku dan norma etik bagi
organisasi partai politik dan kader partai politik baik secara kolektif maupun
individu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hal yang diwajibkan,
dilarang, kepatutan dan ketidakpatutan.

+ Partai politik adalah organisasi politik berbadan hukum publik yang dibentuk
oleh sekelompok individu warga negara yang bertujuan antara lain
menjadikan pejabat dan kader partainya untuk menduduki jabatan publik
dengan maksud merebut, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan.

+ Prinsip-prinsip kode etik partai politik yaitu:

1. Kepentingan Umum
Setiap partai politik dalam setiap kebijakan yang diarahkan kepada
kadernya yang duduk di eksekutif dan legislatif, harus berorientasi pada
kepentingan umum.



2. Kejujuran
Setiap partai politik harus memiliki kejujuran dalam mempengaruhi proses
politik di dalam kabinet maupun parlemen. Karena itu setiap politik partai
harus menyatakan dengan jelas tujuan-tujuannya dalam program/platform
politik partai.

3. Integritas
Setiap partai politik harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya
dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mengharuskan partai politik
untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan
rahasia yang dimiliki partai politik.

4. Transparansi/Keterbukaan
Setiap partai politik diharuskan untuk tidak menutup-nutupi sesuatu
dengan membuka akses bagi publik untuk semua jenis informasi yang
terkait dengan partai politik secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan.



5. Akuntabilitas (Tanggung Gugat)
Untuk menjaga kinerja setiap partai politik wajib memiliki seperangkat
sistem yang dibangun berdasarkan legitimasi demokratis untuk
mengendalikan, memantau, mengevaluasi dan menyesuaikan kepatutan
dan efektivitas perilaku kepada publik.

6. Keadilan (fairness)
Setiap partai politik dalam menjalankan fungsi dan peranannya harus
berlaku dan bertindak adil dengan tidak membeda-bedakan orang
berdasarkan suku, agama, ras, golongan status sosial ekonomi dan
sebagainya.

7. Profesional
Setiap partai politikk harus mengutamakan tugas dan fungsinya di atas
kegiatan lain secara profesional.



8. Taat pada Hukum
Setiap partai politik harus tunduk pada hukum positif yang berlaku dalam
menjalankan fungsinya, dan juga harus menjadi contoh bagi masyarakat
dalam penegakan hukum. Lebih dari itu, partai politik juga didorong
bekerjasama secara aktif dengan penegak hukum dalam pengungkapan
tindakan melawan hukum.

9. Akuntabel
Setiap partai politik harus mempertantanggunjawabkan kinerjanya secara
institusional sesuai dengan kehendak bersama dan tuntutan konstituen
serta sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

10.Inklusif dan Non-Diskriminatif
Setiap partai politik harus membangun suatu keterbukaan atau inklusivitas
dalam menjalankan fungsi dan perannya. Selain itu, tidak diskriminatif atau
hanya menguntungkan satu pihak atau satu kelompok.
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Penegakan dan Mahkamah Etik
di Indonesia



O Penegakan etik adalah suatu proses, cara dan perbuatan menegakkan norma-
norma atau aturan-aturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang
diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh politisi di lembaga
perwakilan politik atau lembaga negara.

O Penegakan etik merupakan salah satu instrumen mendasar dalam menjaga
kehormatan dan martabat (dignity) sebuah profesi dan/atau organisasi.

O Lembaga yang menegakkan etika di Indonesia dikenal beberapa nama, yaitu:

1. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menegakkan aturan-aturan etik bagi
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

2. Majelis Kehormatan Partai menegakkan aturan-aturan etik bagi anggota
partai.



3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melaksanakan
peradilan etik bagi penyelenggara pemilu.

O Apabila penegakan etika tidak terselesaikan melalui peradilan internal suatu
lembaga, maka dapat diselesaikan melalui lembaga yang independen,
imparsial dan otonom, yaitu Mahkamah Etik yang bersifat ad hoc.

O Mahkamah etik adalah sebuah badan independen yang dibentuk oleh negara

untuk mengadili dugaan pelanggaran etika politisi dan partai politik pada
tingkat akhir.

O Mahkamah etik berjumlah tujuh orang, yang terdiri atas lima orang dari unsur
luar partai dan dua orang berasal dari perwakilan partai.



O Mahkamah etik berfungsi sebagai:
1. Badan independen yang memiliki otoritas tertinggi untuk menegakkan Kode
Etik Politisi.
2. Badan independen yang memproses pengaduan atau laporan tertulis dari
seseorang, sekelompok orang atau lembaga/instansi yang keberatan atas:

a.
b.

Keputusan persidangan etik oleh Dewan Etik Partai secara internal.

Keputusan persidangan etik oleh Majelis Kehormatan Dewan (MKD) di
DPR dan DPRD.

Pelanggaran etik yang berdampak buruk secara luas bagi masyarakat.

d. Melanggar kode etik sebagai politisi.



Mahkamabh etik bertugas:
1. Menerima sengketa terkait pelanggaran etika politisi dan partai politik

2. Melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan pembuktian kasus pelanggaran
etika politisi dan partai politik.

Persidangan dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Mahkamah Etik, yang

kemudian disebut sebagai Majelis Sidang Etik.

Majelis Sidang Etik adalah anggota Mahkamah Etik yang menyidangkan
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pihak teradu atas laporan pihak
pengadu.

Persidangan terhadap dugaan pelanggaran etik berlangsung secara adil,
independen dan terbuka.



a Politisi dan partai politik yang melanggar Kode Etik Politisi dan Kode Etik
Partai politik dapat diberi sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

1. Sanksi ringan dapat berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

2. Sanksi sedang dapat berupa:
a. Diberhentikan sementara dari keanggotaan atau kepengurusan partai.
b. Diberhentikan sementara dari jabatan publik yang disandangnya

3. Sanksi berat dapat berupa:

a. Merekomendasikan kepada institusi terkait agar yang bersangkutan
dicabut haknya untuk memimpin partai dan menduduki jabatan publik
untuk jangka waktu tertentu.



. Memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan atau
kepengurusan partai.

. Merekomendasikan yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan publik
yang disandangnya.
. Mendiskualifikasi caleg dari pencalonan pada pemilu legislatif.

. Merekomendasikan pembubaran partai politik yang melakukan
pelanggaran etik berat kepada Mahkamah Konstitusi.

Merekomendasikan kepada KPU dan Bawaslu untuk mendiskualifikasi
hak partai politik menjadi peserta pemilu legislatif dan mengajukan
pasangan calon dalam pilkada dan pilpres.
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